
 

 

 

 

 

 

 

BUPATI BANGKA BARAT 

ANCANGAN 

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT 

NOMOR   37   TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

BUPATI BANGKA BARAT, 

 

 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 
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bahwa memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 3        

Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 sebagai rincian lebih 

lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan 

dan belanja daerah tahun anggaran 2015 perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; 

 

 

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4033); 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat dan 

Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara     

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara RI Tahun 2004  Nomor 669, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4016) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

37 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4540); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4575); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 

5165); 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D); 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat  Nomor 3 Tahun 2016  

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2015; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEMUTUSKAN : 
 

 

Menetapkan 

 

 

: 

 

 

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015.  

 

 

 

Pasal 1 

 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2015 terdiri atas : 

 

1.   Pendapatan 

   

 Uraian Anggaran Realisasi 

a. Pendapatan Asli 

Daerah                                 

Rp   50.233.222.900,00 Rp 56.300.674.425,60 

b. Dana 

Perimbangan                                         

Rp 624.631.253.771,29 Rp 587.121.081.007,00 

c. Lain–lain 

Pendapatan yang 

Sah                     

Rp 127.100.473.696,00 Rp 119.671.230.921,34 

 Jumlah 801.964.950.367,29  763.092.986.353,94 

 

 

 

2.   Belanja   

 

 Uraian Anggaran Realisasi 

A. Belanja Tidak 

Langsung 

    

a. Belanja 

Pegawai                                           

Rp 274.720.806.934,00 Rp 256.420.261.379,00 

b. Belanja Bunga                                              Rp 0,00 Rp 0,00 

c. Belanja Subsidi                                             Rp 0,00 Rp 0,00 

d. Belanja Hibah                                              Rp 23.039.763.000,00 Rp 22.939.763.000,00 

e. Belanja 

Bantuan Sosial                                 

Rp 1.099.698.000,00 Rp 888.788.000,00 

f. Belanja Bagi 

Hasil                                        

Rp 1.800.000.000,00 Rp 1.799.998.550,00 

g. Belanja 

Bantuan 

Keuangan                          

Rp 76.114.879.706,00 Rp 76.056.464.061,00 

h. Belanja Tidak 

Terduga                                 

Rp 1.000.000.000,00 Rp 104.159.000,00 

 Jumlah A Rp 377.775.147.640,00 Rp 358.209.433.990,00 

  

 

 

    



B Belanja 

Langsung 

    

a. Belanja 

Pegawai                                           

Rp 65.989.616.000,00 Rp 58.838.743.704,00 

b. Belanja Barang 

dan Jasa                               

Rp 210.312.108.335,00 Rp 184.793.006.684,43 

c. Belanja Modal                                              Rp 195.134.318.217,00 Rp 172.927.338.554,45 

 Jumlah B  Rp 471.436.042.552,00 Rp 416.559.088.942,88 

 Jumlah A + B Rp 849.211.190.192,00 Rp 774.768.522.932,88 

 Surplus/ 

(defisit) 

Rp (47.246.239.824,71) Rp (11.675.536.578,94) 

      

   

 

  3.   Pembiayaan 

 

 Uraian Anggaran Realisasi 

a. Penerimaan 

Pembiayaan                                 

Rp 50.748.739.824,71 Rp 50.386.020.879,71 

b. Pengeluaran 

Pembiayaan                                         

Rp 3.502.500.000,00 Rp 2.891.990.000,00 

 Pembiayaan 

Netto 

Rp 47.246.239.824,71 Rp 47.494.030.879,71 

 SiLPA  Rp 0,00 Rp 35.818.494.300,77 

 

 

 

Pasal 2 

 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

Pasal 3 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 

 

 

Pasal 4 

 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.  

 

 

 

Pasal 5 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 



 

Pasal 6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Muntok 

pada tanggal   24   Agustus 2016 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, 

 

 

dto 

 

 

YANUAR 

 
BERITA DAERAH KAUPATEN BANGKA BARAT  TAHUN  2016   NOMOR  13  SERI  A 

Ditetapkan di  Muntok 

pada tanggal   24  Agustus  2016 

 

BUPATI BANGKA BARAT, 

 

 

dto 

 

 

H. PARHAN ALI 


